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BUPATI SAMPANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 
PERATURAN BUPATI SAMPANG 

NOMOR  10  TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2019 TENTANG 

JABATAN, KELAS JABATAN DAN PETA JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk mewujudkan tugas dan fungsi Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Sampang yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, perlu untuk 

menyesuaikan kembali uraian jabatan Organisasi 

Perangkat Daerah Kabupaten Sampang; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Sampang 

56 Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta 

Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sampang.   

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

1950  tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 

Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan 
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Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 

Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234) sebagaima telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 

6398); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor I1 Tahun 2017 Tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477);  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis 

Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 26); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1636); 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 



-4- 

 

Sekda Ass. PKR 
Kabag 

Hukum 

Kabag 

Organisasi 

Kasubag 

PUU 

     

 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1276); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2020 Nomor 3); 

14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jabatan, 

Kelas Jabatan Dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 56); 

15. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 41 Tahun 

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 

Nomor 41). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 

2019 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN DAN PETA 

JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Sampang Nomor 56 Tahun 2019 tentang 

Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2019 Nomor 56), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut 

(2).  Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 56 

Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang 

(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 56) diubah 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 



-5- 

 

Sekda Ass. PKR 
Kabag 

Hukum 

Kabag 

Organisasi 

Kasubag 

PUU 

     

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di : Sampang 

Pada tanggal :  28 Januari 2021 

BUPATI SAMPANG, 

 

ttd. 

H. SLAMET JUNAIDI 

 

Diundangkan di :   Sampang 

Pada tanggal  :   28 Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG, 

 

 
 
 ttd. 

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM. 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19660711 198809 1 001 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 10 

 
 
           


